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PENUTUP

1. Pengaruh syarat formil terhadap penyalahgunaan Travel Cek:

a.

Syarat formil yang ada tidak mengatur mengenai klausul
penerbitan Travel Cek, sehingga masih dimungkinkan
penerbitan Travel Cek bentuk blanko dengan klausul atas
unjuk. Penerbitan Travel Cek dengan klausul atas unjuk
mengakibatkan Travel Cek tersebut sangat mudah untuk
dialihkan, karena peralihannya hanya dari tangan ke tangan.
Apabila dikaitkan dengan fungsi Travel Cek sebagai surat
legitimasi, maka siapa pun yang memegang suatu Travel Cek ia
dianggap sebagai orang yang berhak atas Travel Cek tersebut
dan juga berhak atas nominal yang tertera dalam Travel Cek.
Penerbitan Travel Cek dengan sifat atas unjuk membuat
peralihan atas Travel Cek tersebut menjadi sulit untuk
ditelusuri, hal ini menjadi peluang untuk Travel Cek tersebut
digunakan dalam transaksi ilegal termasuk suap.

Syarat formil yang ada tidak mengatur mengenai batas
daluarsa, sehingga besar kemungkinan diterbitkan suatu Travel
Cek yang tidak memiliki batas daluarsa yang berakibat Travel

Cek tersebut dapat dicairkan kapan saja oleh pemegangnya.
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Tidak adanya batas daluarsa pada Travel Cek membuat
peralihannya atau transaksi yang menggunakan Travel Cek
tersebut menjadi sulit atau bahkan tidak terpantau. Hal ini
kemudian membuka peluang yang besar suatu Travel Cek
untuk digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi ilegal,
termasuk tindak pidana suap.

2. Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan Travel Cek, maka
dibutuhkan suatu peraturan yang mampu mencegah terjadinya
penyalahgunaan Travel Cek. Transaksi penggunaan Travel Cek selama
ini diatur melalui Peraturan Bank Indonesia, dan untuk dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan Travel Cek maka dalam suatu
Peraturan Bank Indonesia harus terdapat pengaturan mengenai Syarat
formil Travel Cek sebagai berikut:

a. Travel Cek diterbitkan dengan menggunakan klausul “atas
pengganti” dan “atas nama”, dan Travel Cek yang bersifat “atas
unjuk” tidak lagi diterbitkan. Penerbitan Travel Cek bersifat
atas unjuk yang terjadi pada praktek saat ini membuat peralihan
Travel Cek sulit terpantau, karena sifat Travel Cek yang atas
unjuk tersebut membuat Travel Cek sangat mudah
diperalihkan, yaitu hanya dari tangan ke tangan tanpa
membutuhkan bukti peralihan. Travel Cek yang dibeli untuk
kepentingan orang lain sebaiknya diterbitkan dengan klausul

atas pengganti, dan untuk Travel Cek yang dibeli untuk
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kepentingan pembeli diterbitkan dengan klausul atas nama. Hal
ini bertujuan agar peralihan Travel Cek hanya dapat dilakukan
menggunakan endosemen, sehingga peredaran dan penggunaan
Travel Cek dapat dipantau.

b. Suatu Travel Cek harus memiliki batas daluarsa seperti halnya
cek, hal ini ditujukan agar pemantauan terhadap peralihan

Travel Cek lebih mudah untuk dilakukan.

Bank Indonesia selaku bank sentral agar membuat dan menerbitkan
Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai
Travel Cek, berisi syarat formil yang mengatur mengenai klausul
penerbitan Travel Cek dimana suatu Travel Cek diterbitkan
menggunakan klausul “atas nama” dan ‘“atas pengganti”, dan
menentukan bahwa suatu Travel Cek harus memiliki batas daluarsa.

Pihak perbankan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi
penerbitan dan pencairan Travel Cek, agar penyalahgunaan Travel Cek

sebagai salah satu jasa perbankan dapat dihindari.
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